
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G /111/ B.III / UK I 2012
 

TENTANG
 

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KAUUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Larnpung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nemer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Mernperhatikan	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-93/MK.7/2012 tanggal 30 Januari 2012 hal 
Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tanggamus tentang ' Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggarnus tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut teIah disempurnakan sesuai 
hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai 
dengan hasiI evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berIaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga se1anjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELII\1A	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 9 febuari 2012 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 
4, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 
5 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/111/B.lIIIHKl2012 
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

I. SARANG BURUNG WALET 

No I Materi Raperda 
1 I 2 

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penvempurnaan 
4 

Keterangan 
5 

Dasar hukum 
Mengingat 

1 Dasar hukum angka angka 
11, 15, 16, 17, 18, 19, kata 
"Tentang" menggunakan 
huruf keeil semua. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di 
Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3769); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

I Nomor 4578); I INOITlor 4578), 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 +entang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomar 5049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 
+entang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3769); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
+entang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 I 17. 
+entang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4453); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
*entang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

I I 
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2 3 I 4 

2 Ketentuan Pidana 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 +entang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4814); 

Pasal32 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh KSliala 

QasFsJ;t yang karena kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,OO 
(empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kspala 
QssFaR yang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan 
tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak ata.. Wajis RStFisWii, 
karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4814); 

Pasal32 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000,OO (empat 
juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,OO 
(sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak 
pidana pengaduan. 

-- _..__."-----_. ~-~-~~.~~~~~ 

5 

Pasal 32 disempurnakan 
dengan mengubah 
penunjukan Pasal 28 
menjadi Pasal 27 

I Dendasebagailllana di~:~~~~3dalam Pasal 31 ayat (1) I Denda sebagaimana di~::~~dalam Pasal31 ayat (1) I::~~~n 33 diS.I::;eU~~~::~ I 

I I I dan ayat (2), dan Psssl :i~ ayat (1) dan ayat (2) I dan ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) I penuniukan Pasal 331 
I I I merupakan penerimaan negara. I merupakan penerimaan negara. Imenjadi Pasal32. 
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II. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

No 
1 

Materi Raperda 
2 

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Keterangan 
5 

1 Ketentuan Umum BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan dengan : 

Pengetikan kata "Dalam..... " 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

2 Struktur dan Pasal8 
Besarnya Tarif (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah I (1) 
Retribusi angkutan penumpang. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana I (2) 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 
150.000,-. 

3 Wilayah Pasal10 
Pemungutan (1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di I (1) 

Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan. 
(2) Bupati berwenang menunjuk dan menentukan Izin , (2) 

Trayek dengan Keputusan Bupati. 

Pasal8 Pasal 8 ayat (2) 
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah angkutan disempurnakan 
penumpang. 
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 
150.000,-/mobil penumpang 

Pasal10 Pasal 10 ayat (2) 
Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di disempurnakan 
Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan. 
Bupati berwenang menunjuk dan menentukan tempat 
Izin Trayek diberikan dengan Keputusan Bupati. 

4 Masa Retribusi Pasal11 Pasal11 1. Pasal 11 ayat (2) 
dan Saat (I) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang dihapus. 
Retribusi yang lamanya 5 (lima) tahun, SSRSEilR 1<8,.'l'sjiIiJ8R lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang . 2. Disarankan agar 
Terutang mslEillnill<8R ~8RseftEilr8R WhiRS 88*iEilJj t8~WR. penetapan tarif Retribusi 

(2) P8R88ft8rEilR wieRS iiliR trEily81< 8stiEil~ t8hwR Izin Trayek dilakukan per 
8sliJ8sim8REiI 8imel(8WS eyst (1) Sil(8REilI(SA FstriliJw8i 5 tahun, sedangkan pada 
8sliJs88F ~Q~' 8Ei1ri liJiEil'J8 Rstri8W8i liliR l"F8"sl(. saat daftar ulang tidak 

dikenakan tarif retribusi, 
namun biaya sebesar 
20% dari izin awal 
tersebut dapat 
digabungkan sebagai 
biaya yang dibayarkan 
setiap 5 tahun. 

I 
J 

I 
I 
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1 2 3 4 5 

5 Ketentuan Pidana 
(1) 

(2) 

(3) 

Pasal23 
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan d8A denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah retribusi yang terutang. 
Tindak pidana sebagaimana dirnaksud dalam ayat 
(1) adalah pelanggaran. 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini merupakan penerimaan negara. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal23 
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
yang terutang. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) 
adalah pelanggaran. 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 23 ayat (1) 
disesuaikan 

III. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
 

No I M;:Iteri Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
1 1 2 53 4 

1 Struktur dan Pasal8 Pasal8 Pasal 8 disempurnakan 
Besarnya Tarif (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas I (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas 
Retribusi yang terdiri atas jenis bangunan toko dan ruko. yang terdiri atas jenis bangunan toko dan ruko. 

(2) Tarif Sewa toko €HiNl=ruko sebagaimana dimaksud ayat I (2) Tarif Sewa toko/ruko sebagaimana dimaksud ayat (1) 
(1) 8&8181:1 : ditetapkan sebagai berikut: 
a.toko Rp.4.000/m2lbulan a. toko Rp. 4.000/m 21bulan 
b.ruko Rp.6.000/m2lbulan b. ruko Rp. 6.000/m 21bulan 

2 I Ketentuan Pidana I Pasal23 Pasal23 IPasal 23 ayat (1) 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanaka n sempurnakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
QQfl denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali 
yang terutang. jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
adalah pelanggaran. (1) adalah pelanggaran. 

I I I(3) ~:~~;a~~~a~:~~~~~~~~~kgS~r~.pada ayat (1) pasa! in! I(3) Pn~~d;~~ab:agna~:~~~~~:~k~:~a~a~da ayat (1) pasal I I 
I I I I I 1 
I I I I I I 
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IV. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR 01 TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TERMINAL 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
1 2 3 4 5 

Raperda tentang retribusi 
parkir di tepi jalan umum 
dan retribusi terminal, materi 
dan substansi telah sesuai 
dengan UU No. 28 Tahun 
2009 

- = 

v. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 

KeteranqanNo I Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penvempurnaan 
4 53 

--- I I 

Angka 6 disempurnakan 
Mengingat 

1 Oasar Hukum 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

Pengetikan kata "Oalam.... ." 
KETENTUAN UMUM 

2 Ketentuan Umum BAB I BABI 
disejajarkan dengan kataKETENTUAN UMUM 
PERATURAN pada Oiktum 

Oalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksudkan dengan : 
Pasal 1 Pasal 1 

Menetapkan
 
dimaksudkan dengan :
 

3 I Struktur dan
 

Oalam Peraturan Oaerah ini yang 

Lampiran 1 Lampiran 1 huruf F dan huruf 
Besarnya Tarif 

Lampiran 1 
M judul Lampiran 

Retribusi 
F. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN I F. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN I 

disempurnakan 
Ost.... 
MEOIKOLEGAL MEDIKOLEGAL OALAM RANGKA 

PENERBITAN SURAT 

I 
1/r"""T"'r-n A "Ir" A". n.. III". ••• _ 

r\.C I CIV"\'"U1''\I''' v I..-::>UIVI I I 
Ost. ... I I I 

I I I I I I 



6 

1 2 3 4 5 

M. Tarif Pelayanan Lainnya 

1. Pendidikan, Pelatihan, GAs Penelitian (per kegiatan) 

M. Tarif Pelayanan Lainnya 

1. Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian (per 
kegiatan) penggunaan sarana kesehatan rumah 
sakit untuk kepentingan pendidikan, pelatihan 
dan penelitian (per kegiatan) 

VI. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 

No I Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keteranqan 
~--"~" ~_._-_ _;-- ..~ ~ ..-.__._~~.. -- ~. 5 

1 

2 

Ketentuan Umum 

Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Pasal3 
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan I minikmati pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor yang di selenggarakan Pemerintah 
Daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan dengan : 

Pasal3 
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang
undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan I minikmati pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di 
air sesuai peraturan perundang-undangan yang di 
selenggarakan Pemerintah Daerah. 

Pengetikan kata "Dalam. .... n 

disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 3 disempurnakan 

Pasal 4 disempurnakan 

I I I I I
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VII. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

No	 I Materi Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penvempurnaan 
1 I 2 53 4 

1 Ketentuan Umum BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

2 Nama, Objek dan Pasal4 
Subjek Retribusi Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan 

yang memperoleh izin gangguan. 

3 I Cara Mengukur 
Tingkat I (1) Tingkat 

Pasal 6 
penggunaan jasa diukur berdasarkan 

Penggunaan perkalian antara luas tempat usaha dengan Indeks 
Jasa 

(2) 
gangguan. 
Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah luas lantai bangunan dan/atau ruang 
terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan 

(3) 
usaha. 
Apabila tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat 
(2) terdiri lebih dari 1 (satu) lantai maka perhitungan 
luas tempat usaha dengan menjumlahkan seluruh 

(4) 
luas lantai yang ada. 
Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kelompok usaha dengan 
indeks sebaqai berikut : 

Pengetikan kata "Dalam....." BABI 
disejajarkan dengan kataKETENTUAN UMUM 
PERATURAN pada DiktumPasal1 
MenetapkanDalam Peraturan Daerah ini yang 

dimaksudkan dengan : 

Pasal4 Pasal 4 disempurnakan 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan 
yang memperoleh izin 
Daerah. 

gangguan dari Pemerintah 

(1) Tingkat penggunaan 
Pasal 6 

jasa diukur 
IPasal 

berdasarkan 
6 

disempurnakan 
ayat (5) 

perkalian antara luas tempat usaha dengan Indeks 
gangguan. 

(2)	 Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah luas lantai bangunan dan/atau ruang 
terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan 
usaha 

(3)	 Apabila tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat 
(2) terdiri lebih dari 1 (satu) lantai maka perhitungan 
luas tempat usaha dengan menjumlahkan seluruh 
luas lantai yang ada. 

(4)	 Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok usaha 
denqan indeks sebagai berikut : 

NO KELOMPOK USAHA INDEKS NO KELOMPOK USAHA INDEKS 
1 2 3 123 
1. Usaha Kecil 1 1. Usaha Kecil 1 
2. Usaha Menengah 2 2. Usaha Menengah 2 
3. Usaha Besar 3 3. Usaha Besar 3 

(5) Kriteria usaha kecil. usaha menengah dan usaha (5) Kriteria usaha kecil, usaha menengah dan usaha . 
besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) I besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) II 
mefl~8iY 9888 perundanq-undanqan yang berlaku. I berpedoman kepada perundang-undangan yang I	 II I	 I

L__L I	 I berlaku. I_J 

I 
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Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran, 
angsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

BAB VII 

lATA CARP: PiMS.t:¥AA.O.N 

Pasal 17 

(1) 

(2) 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan 
dokumen lain yang persamakan. 

atau 

BAB VII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN 

PEMBAYARAN 

Judul Bab dan subtansi 
Pasal 17 disempurnakan 

Pasal 17 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

SKRD 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 

Tata Cara 
Pembayaran 

Pasal20 

(1)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus I (1) 
dirnuka untuk 1 (satu) kali rnasa retribusi. 

(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat- I (2) 
lambatnya 15 (Iimabelas) hari dari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan,5I<RDKQT. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat I (3) 
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh 
V¥81i1,,~t8 

1.Pasal20 

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus. 

Pembayaran Retribusi yang terutang sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan selarnbat
larnbatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 
SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Tata cara pernbayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan I 2. 
pernbayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 20 ayat (2) 
disernpurnakan dengan 
menghapus dokumen 
SKRDKBT, karena 
pemungutan retribusi 
bersifat official 
assessment sehingga 
tidak memerlukan 
dokumen SKRDKBT. 

Pasal 20 ayat (3) 
disempurnakan Walikota 
diubah menjadi Bupati, 
sesuai dengan Pasal 1 
angka 4 Raperda ini. 
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6 Penagihan 

7 Penghapusan 
piutang retribusi 
yang 
kedaluwarsa 

I	 I 
I I 
I I 

BAB XVIII
 
lATA CAR.t. PENAGIHAN
 

Pasal21
 
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain I (1) 

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, 
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana I (3) 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

Pasal22 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi, 

k88ShllSF&8 setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi. 

(2)	 KS8ShllisFes penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 
a.	 Diterbitkan surat teguran; atau 
b.	 Ada pengakuan utang retribusi dari wajib 

retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung. 

BAB XVIII 
PENAGIHAN 

Pasal21 
Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan 
didahului dengan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat 

(4)
 

lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 
Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Supati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal22 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi 

dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retnbusi, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : 
a.	 diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; 

dan 
b.	 ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

I'}\ hllrllf 

Pasal 21 disempurnakan 
dengan menambah 2 ayat 
baru 

Pasal 22 disempurnakan 
sesuai dengan Pasal167 UU 
NO. 28 Tahun 2009 

.	 rlim~k~llrl n~r1~ ~v~t ~ k~rt~1i lar~~ .

I	 I p~~~gih;n dihit~ng-~;j'ak't~ngg~l-dite-;im~~;;'S~;at I I 
I Teguran tersebut. I I 
I I I I 
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Ketentuan Pidana 8 Pasal23 
(1) Wajib	 Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
8QA denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
yang terutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

9	 I Penyidikan I Pasal24 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
hirl""n" ro+rih,.",j rl""""r""h ",,,,,h,,,,,, ""i",,,,, """ rli",~Ir~llrl

I d~;;; U~d~I~~~Und;;~~'HUk~U"~~A~~;;"Pid;~~'-;;~g I 

(4) Pengakuan	 utang Retribusi secara langsung
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara	 tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Penambahan pasal baruPasal ..... 
yang mengatur tentang 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusi yang kedaluwarsa, 

sesuai Pasal 168 UU No. 28 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Tahun 2009 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(4) Tata	 cara penghapusan piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 disempurnakan Pasal23 
(1) Wajib	 Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehmqqa merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah retribusi yang terutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pelanggaran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini merupakan penerimaan negara. 

Pasal24	 I Pasal 24 disempurnakan 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tinrl~1t niti~n~ r1i hirt~nn rptrihll... ·1 ......."'r...h
 
~~b;gai';~~;"-dim;ksud'-d~iam' -U~-d;~g-~~d~~9 I 

___I ~ot>E:!!lakLJ'__ _~ ~_.. . _0 I Hukum Acara P,dana yang berlaku. I	 I 

I 
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I
 
I 

I
 

I
 
I 

I
 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada I (2) 
ayat (1) adalah: 
a.	 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi agar I (3) 
keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas. 

b.	 Meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
tersebut. 

c.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi. 

d.	 Memeriksa buku~, catatan ElStStSR, dan 
dokumen 88k~m8R lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang retribusi. 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 

f	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

g.	 Menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
e. 

h.	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi. 

i.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan. 
I k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk I 
I kel~nca.ran penyidikan tindak pidana di bidang I 

I ~~~~~:~=~~r::t4rt~t R~lwm y'iiAS t4Q~Qt I 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
 
adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat
 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan
 
Perundang-undangan.
 
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
 
ayat (1) adalah:
 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan rnenetti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi tersebut. 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi. 

d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi. 

i.	 memanggil orang untuk didengar keteranqannya . 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. I 

j.	 menghentikan penyidikan. I 

I 

I
 
I 

I
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(3) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasH penyidikannya kepada 
Penuntut Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

VIII. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
 

- .--	 . 
54 

k.	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan
 
Perundang-undangan.
 

(4) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan ~et~~angan __._~_ 
5 __ 

Angka 5 disempurnakan 

Angka 8 dihilangkan 

Pengetikan kata "Dalam..... " 

disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 2 disempurnakan 

1 2 3 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

i. PSfatwFsR RSroRSFiR~8R ~JSFRSf ii Tah"A ~QQ1 tSAtSRS 

4 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

-

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan dengan : 

Pasal2 

1 Dasar Hukum 
Mengingat 

2 

3 

Ketentuan Umum 

Nama. Obiek dan 

RstrieW8i QssrsR (bSroR8SFSA ~J8saFs R8~W91ik 

IR89R8&ia TSRWR 2QQ1 ~Jim9F 11Q, Tam8sRaR 
b8m8sFSR ~J8ssra RSJiwelik IA"8R8sis .J8roR8F 41 aQ~ ; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Pasal2 
I Subjek Retribusi I Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut I Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan I 

I I 
~ 

I pe~.bayara~. Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas I dipunqut pe.m~~.yaran ,Retribusi. atas pelayanan I 
I peieianqan IKan. I penyeciaan rasnuas pelelanqan ikan yang secara I 1 

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
I I 
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Pasal3 Pasal3 Pasal 3 disempurnakan 
(1) Objek Retribusi Pelelangan adalah penyediaan I (1) Objek Retribusi Pelelangan Ikan adalah penyediaan 

tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pelelangan ikan yang secara khusus 
melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat melakukan pelelangan ikan, termasuk pelelangan 
pelelangan. serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat 

(2) Objek Retribusi Pelelangan adalah penyediaan pelelangan ikan. 
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan I (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
oleh Pemerintah Oaerah untuk melakukan pelelangan pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh 
ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan 
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang sebagai tempat pelelangan. 
disediakan ditempat pelelangan. (3) Oikecualikan objek retribusi adalah tempat 

pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh BUMN, BUMO dan pihak swasta. 

(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh 
Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan 
sebagai tempat pelelangan. 

Pasal4 Pasal4 Pasal 4 disempurnakan 
Subjek Retribusi Pelelangan Ikan adalah orang pribadi Subjek Retribusi Pelelangan Ikan adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan 
jasa Tempat Pelelangan Ikan. [asa Tempat Pelelangan Ikan dari Pemerintah Daerah. 

4 I Golongan Pasal 5 Pasal 5 I Pasal 5 disempurnakan 
Retribusi (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai 

sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha. 
(a) Ik8R ~88il ~8RQRgk8~8F1 I;olSFW& Etijwsl 8888f8 1818F1S ~i 

t8R'lfjQt ~8181QRgsFI i~8Fl, k8Gw8li iksFl Y8Rg 
Eti~8rSWR81~8F1 wRtwk Iswl~ ~8\,1k 1~811l18~8 a8R 
Ji8A8litisFl. 

5 I Cara Mengukur Pasal6 Pasal6 Pasal 6 disempurnakan 
Tingkat Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan produksi Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 

. 
I 

Penggunaan 
Jasa 
L~.. 

hasil ikan yang dilelang. 
I 

pelayanan, jenis fasilitas dan produksi hasil ikan yang 
, r1il",l:::annJ _.. _._..~. I __J 
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6 Prinsip dan Pasal7 Pasal7 Pasal 7 disempurnakan 
Sasaran Dalam ~ Prinsip dan sasaran dalam penetapan s&FtiI(&wr OSR I (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 
Penetapan Dessr;;Rys&sfi~ r;;e&riswsi oimsksw8 l:>IAt~ meAwtufj retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
Struktur dan sisys . ~8RY818R~HjsriSR p8181sA8SFI iI(sR· oeRgsR keuntungan yang layak. 
Sesarnya Tarif M8FRfl8RimlisRgt,\sRI(smemflWeR .msso/eret(et GSR I (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud 

sSfj81( .. 1"8s8i1eR, SSR 8f8k&i'li&liS fj8Rg8RolilieA S&S8 pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh 
fl8181sAseR ikliA&8FS8Bwt apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 

(2) Qiliyli i8ge8SiA=lSRe 6iFRlil(il:>l8 peoli so/s& (1) &8FmiSwk seeara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
9iliyli 8fl8Fssi OSA fl8FR8liRSFlisA,liisys 8l:>1RgS SSA 
liiliye FR80SI. 

7 Masa Retribusi Pasal12 Pasal 12 Pasal 12 disempurnakan 
dan Saat Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) kali transaksi Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ........ 
Retribusi berdasarkan produksi hasil ikan yang dilelang pada bulan. 
Terutang tempat pelelangan ikan. 

Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran, 
angsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

BAS XII 
PI!!~JIi.ARt'J~1 RIiTRlliUel 

Pasal15 

(1) 

(~) 

Q8F6S8SFkliA gP90RQ &88SSliimliRs iiR=llik&w8 9sIsm 
pSisl 14 so/s& (1) F8&R8l:>1E1i &8nAliAS Sit8&Sfll(SA S8AgSR 
m8R8r8i&l(SA el<RQ 8&lil:>l 881<wFR8A o/SRg oifl8F&emsl(sA. 
i8Atwk, isi i1SA tsts 8SF8 P8A8r&itiA .KRQ stSI:>I 
8ekwFFl8R IsiR yeAS oipSF&SmiksA oite&Sfll(iR el8R 
KeflslS QS8F81:1. 

in 

QAi XIII 
1=:A..A CARl>: PIi!MU~IQYTAM 

Pi8s11i 
P8ml:>lRslltsR ISlAtrinwGi tiAAI( AA~At ~in'.lr@'!'!k@A 

BAB XII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal15
 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kareis, 
kupon, dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor seeara bruto ke Kas Daerah. 

Judul Bab dan subtansi 
Pasal 15 disempurnakan 

Pasal 16 dihilangkan, karena 
sudah diatur dalam Pasal 15 
Raperda 
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9 Sanski 
Administrasi 

Pasal 17 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga ~atau denda sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

Pasal17 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2%, 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 
(STRD). 

Pasal 17 disempurnakan 

10 Tata Cara 
Pembayaran 

Pasal 18 
(1) Retribusi yang terutang harus sih~R6I8i· 88k6lliSW8 

oiFJud'61 wRtwl, 1 (SQtw) 1'61li FR888F8triliwsi. 
(2) Retribusi yang terutang silwR8Si selambat-Iambatnya 

15 (Iimabelas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan,eKRQKQT. 

(3) Tata cara pembayaran, ~8RY8t8,"61Fl, tempat 
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut ~ Bupati. 

Pasal 18 
Retribusi yang terutang harus dilakukan secara 
tunaillunas. 
Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 
SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

I (1) 

I (2) 

Pasal 18 disempurnakan 

11 Penagihan BAB XVIII 
1=.\+A CARA PENAGIHAN 

Pasal20 
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, 
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

BAB XVIII 
PENAGIHAN 

Pasal20 
(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan 

didahului dengan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat 
lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 

I (3) 

Pasal 20 disempurnakan 
dengan menambah ayat (1) 
dan ayat (5) baru 

I I I
 
I I I I , I 

, Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. I I 
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(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

12 I Penghapusan 
piutang retribusi 
yang 
kedaluwarsa 

Pasal21 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedalusfss I (1) 
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali 
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana 
dibidang retribusi. 

Pasal21 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi 
dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

m Kasslusfsa penagihan retribusi sebagaimana I (2) 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : 

a. 

b. 

Diterbitkan surat teguran; atau 

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi 
baik langsung maupun tidak langsung. 

a. 

b. 

diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; 
dan 

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 
Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau oenundaan oembavaran dan oermohonan 

Pasal21 disempurnakan 

keberatan oleh Wajlb Retribusi.· II 
I I I L_ !I _...L.... l 
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13 Ketentuan Pidana Pasal22 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga e18fj8t merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama i 
(8A8~) bulan atau denda paling banyak 4 (8m~8t) 

kali jumlah retribusi terutang. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 

14	 I Penyidikan I Pasal 23 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dl lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a.	 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
. mengenai orang pribadi atau badan tentang 

4 

Pasal ..... Penambahan pasal baru 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi yang mengatur tentang 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusi yang kedaluwarsa 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal22 Pasal 22 disempurnakan 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini merupakan penerimaan negara. 

Pasal 23	 I Pasal 23 disempurnakan 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
I 
I
 
I
 

I 
I
 
I
 

I 
I
 
I
 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan I 
dengan tindak pidana retribusi tersebut, I 

I 

dengan tindak pidana di bidang retribusi agar "I 
keterangan .atau taporao tersebut menjadi 
lengkap dan islas. ! !
 

I 
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Co Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusL 

do Memeriksa buku~, catatan iStSt8A, dan 
dokumen 681~wm8R lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

eo Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 

fo Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

go Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf eo 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

jo Menghentikan penyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi 988F:iiR A=l8AwFllIt· RWklllR=lYSFlS dii~St 

~8rt8FlSSlllFlSjS\lJS81~SFl. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi tersebut 

Co meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi. 

do memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

eo melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

go menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf eo 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi. 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

jo menghentikan penyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundanq-undanqan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 

. . Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 

I I I I diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana I I 
I I I I ''--
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L 

15 Ketentuan 
Penutup 

-L 

Pasal25 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
ianjut ~ Bupati, 

Pasal25 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah in; sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, 

~__L .. _ _______________ _-11__ _ 

IX. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
 

~ r~~-~~_~ ~,·· ~___·•• 

5 

Pasal 25 disempurnakan 

No 
1 

I Materi Raperda 
I 2 

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penvernpurnaan 
4 

Keterangan 
5 

1 Konsideran 
Menimbang 

b. bahwa perikanan merupakan salah satu sumber I b. 
pencarian sebagian penduduk Kabupaten 
Tanggamus yang b9F~8t8R8i sebagai petani nelayan; 

bahwa perikanan merupakan salah satu sumber I Huruf b disempurnakan 
pencarian sebag~n penduduk Kabupa~n 

Tanggamus yang berprofesi sebagai petani 
nelayan; 

2 Dasar Hukum 
Mengingat 

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor I 13. 
I(E!P.Q~/MIi~J,Qgg4 tentang Perizinan Usaha 
Pembudidaya Ikan; 

14. 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha 
Pembudidaya Ikan; 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap; 

Angka 13 disempurnakan, 
dengan adanya perubahan 
peraturan menteri 
Penambahan dasar hukum 

I 
I 
I 

3 Ketentuan 
Perizinan 

I 
I 
I 

(1) 

(2) 

.
I (3) 
I 
I 

Pasal2 
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan (1) 
usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib 
memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). 
Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud (2) 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Izin Budidaya Perikanan yang terdiri dari : 

1. Izin Budidaya 
2. lzin Penangkaran 

b. Izin Penangkapan yang terdiri dari : 
1. lzin Usaha Penangkapan Ikan 
2. lzin Kapal Penangkapan Ikan 

Izin Usaha Perikanan (IUP) oleh Bupati atau pejabat '(3) 
yang ditunjuk. I 

I 

Pasal 2 disempurnakan Pasal2 
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan 
usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib 
memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). 
Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Izin BUdidaya Perikanan yang terdiri dari : 

1. lzin Budidaya 
2. Izin Penangkaran 

b. Izin Penangkapan yang terdiri dari : 
1. Izin Usaha Penangkapan Ikan 
2. Izin Kapal Penangkapan Ikan 

Izin Usaha Perikanan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati I 
atau pejabat yang ditunjuk. I 

I 

I 
I 
I 
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4 Nama, Objek dan Pasal6 Pasal6 Pasal6 ayat (1) disempurnakan 
Subjek Retribusi (1) Objek Retribusi adalah izin usaha perikanan yang I (1) Objek Retribusi adalah pemberian IZIn kepada orang dengan menambah 1 (satu) 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha ayat yang mengatur tentang 
(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang penangkapan dan pembudidayaan ikan. pengecualian obyek retribusi. 

melakukan usaha dibidang perikanan. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah: Dan Pasal 6 ayat (2) diubah 
(3) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah: a. Kegiatan perikanan yang bersifat ilmiah menjadi Pasal 6 ayat (3). 

a. Petani nelayan yang melakukan usaha dibidang b. Kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 
perikanan . GT. 

b. Kegiatan perikanan yang bersifat ilmiah c. kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan 
c. Kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

GT. perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan usaha dibidang perikanan. 

5 Masa Retribusi dan Pasal 13 Pasal13 Pasal 13 disempurnakan sesuai 
Saat Retribusi Masa retribusi adalah jangka waktu masa berlakunya perizinan Masa retribusi adalah jangka waktu masa berlakunya ketentuan Permen Keluatan 
Terutang sebagai berikut : perizinan sebagai berikut : dan Perikanan No PERl141 

a. Izin Budidaya berlaku untuk masa 3 (tiga ) Tahun. 1. Izin Pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan MEN/2011 
b. Izin Penangkaran ikan berlaku untuk masa 1 (satu) Tahun. pembudidayaan ikan masih melakukan kegiatan usaha 
c. Izin usaha penangkapan ikan berlaku selama usaha pembudidayaan ikan. 

tersebut masih berjalan. 2. Izin usaha penangkapan/pengangkutan ikan berlaku 
d. Izin Usaha kapal penangkapan ikan berlaku untuk masa 1 selama 2 (dua) tahun. 

, (satu) tahun. 

Pasal25 Pasal25 Pasal 25 disempurnakan 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya I (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengubah kata "dan" 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana menjadi kata "atau" 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ~enda paling kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) I (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah peJanggaran. adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini I (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
merupakan penerimaan negara. merupakan penerimaan negara. 

GUBERNUR LAMPlJNG 
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